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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang secara normatif memutuskan
kedudukan Ibu Kota Negara Indonesia berpindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Pemindahan Ibu Kota Negara melalui penerbitan UU IKN dinilai menimbulkan
berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut antara lain: adanya
ketidakpastian hukum terkait kedudukan lembaga negara pasca lahirnya UU IKN,
pembentukan Otorita IKN yang tidak sejalan dengan amanat Konstitusi dan
memunculkan dualisme kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, serta adanya
peraturan turunan UU IKN yang melanggar asas legalitas dan asas non-retroaktif.
Munculnya berbagai persoalan hukum tersebut membuktikan bahwa upaya
pemindahan ibu kota negara tidak dilakukan melalui perencanaan dan persiapan
yang matang. Hal ini dikhawatirkan bahwa penerbitan UU IKN justru akan
menciptakan permasalahan baru dalam pelaksanaannya.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana problematika yuridis
penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara? dan 2)
Bagaimana design yang ideal dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan serta
pendekatan perbandingan (comparrative approach). Teknik pengumpulan data
menggunakan studi dokumen yang berupa bahan-bahan atau dokumen hukum.
Teknik analisis data menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap
dokumen-dokumen serta seluruh sumber data terkait dan menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu: 1) Penerbitan UU IKN terbukti
menciptakan permasalahan yuridis dan melanggar asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik. 2) Pembentukan Otorita IKN dalam UU
IKN terbukti menciptakan ketidakpastian hukum, melanggar prinsip demokrasi,
dan melanggar jaminan perlindungan hak asasi manusia. 3) Sejumlah regulasi yang
menjadi turunan UU IKN terbukti melanggar asas legalitas dan asas non-retroaktif
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 4) Dalam membentuk design
ideal pemindahan ibu kota negara, penulis menghasilkan gagasan bahwa
pemindahan ibu kota dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum
Keputusan Presiden atau Undang-Undang. Pada intinya, pembangunan
infrastruktur harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemindahan ibu kota negara
disahkan melalui undang-undang.
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The background of this research is the issuance of Law Number 3 of 2022
concerning the State Capital (UU IKN) which normatively decides the position of
the Indonesian State Capital to move from Jakarta to Kalimantan Island. The
relocation of the State Capital through the issuance of the IKN Law is considered
to have caused various legal problems. These legal issues include: the existence of
legal uncertainty related to the position of state institutions after the birth of the IKN
Law, the formation of the IKN Authority which is not in line with the mandate of
the Constitution and creates dualism of position in the constitutional structure, as
well as the existence of derivative regulations of the IKN Law which violate the
principle of legality and the principle of non-retroactivity . The emergence of
various legal issues proves that efforts to relocate the national capital were not
carried out through careful planning and preparation. It is feared that the issuance
of the IKN Law will actually create new problems in its implementation.

The formulation of the problem raised is 1) What are the juridical problems
with the issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital? and 2)
What is the ideal design for the formation of Law Number 3 of 2022 concerning the
State Capital?

The research method used in this study is a normative legal research method
through a statutory approach and a comparative approach. Data collection
techniques use document studies in the form of materials or legal documents. Data
analysis techniques use in-depth legal construction of documents and all related
data sources and draw conclusions.

The research results obtained are: 1) Issuance of the IKN Law is proven to
create juridical problems and violate the principles of forming good laws and
regulations. 2) The formation of the IKN Authority in the IKN Law is proven to
have created legal uncertainty, violated democratic principles, and violated
guarantees for the protection of human rights. 3) A number of regulations which
are derivatives of the IKN Law are proven to have violated the principle of legality
and the principle of non-retroactivity in the formation of laws and regulations. 4) In
forming the ideal design for relocating the national capital, the authors come up
with the idea that relocating the capital can be carried out using legal instruments
such as Presidential Decrees or Laws. In essence, infrastructure development must
be carried out before the relocation of the national capital is ratified through law.
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